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ABSTRAK

Leasing (sewa guna usaha) adalah merupakan salah satu lembaga
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana (barang modal) tanpa
menarik sccara langsung dari masyarakat. Dengan cara sewa guna usaha
ini juga dapat dimungkinkan pembelian barang-barang modal tersebut
pada akhir masa kontrak berakhir berdasarkan nilai sisa (residual value)
vang disepakati bersama.

’ada saat sekarang ini leasing memegang peranan yang penting
sebagai salah satu lembaga pembiayaan yvang ada di Indonesia, kare%
menurut Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998, kontrak leasing menjadi
meningkat dari lembaga pembiayaan lainnya dengan prosentase 53,4 %.

Sering dalam praktek perusahaan leasing memberikan pembiayaan
dalam bentuk kredit untuk membeli barang-barang modal atau dengan
kata lain perjanjian leasing dapat juga sebagai perjanjian pemberian
kredit.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis mencoba mengkaji beberapa
permasalahan yaitu bagaimana kedudukan para pihak dalam hubungan
hukumnya pada leasing, bagaimana jika objek leasing musnah diluar
kesalaha para pihak, bagaimana peranan asuransi bagi para pihak dan
bagaimana mnyelesaikan persclisihan vang terjadi diantara para pihak
selama masa kontrak lease di '] Ariyani Gentamina Bukittinggi.

Dalam skripsi ini Penulis menggunakan metode penclitian yang,
bersifat yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui
penelitian hukum dengan mclihat perundang-undang
dihubungkan dengan prakteknya dilapangan atau dengan fakta-fakta
yang ada terhadap permasalahan vang, Penulis temui dalam penulisan ini.

Dari hasil penelitian Penulis lakukan terlihat bahwa PT. Ariyani
Gentamina dalam melaksanakan kontrak leasing dengan perusahaan lain
melakukan pembiayaan tunai atas barang-barang modal yang diajukan
oleh perusahaan vang membutuhkan barang modal melalui suplier dalam
artian Pl Arivani Gentamina memberikan kredit atas dasar perjanjian

an vang ada, yang

leasing dan juga dalam penelitian ini terdapat prosedur vang akan dilalui
oleh customernva, hak dan Kewajiban para pihak serta cara penvelesaian
perselisihan yang mungkin akan timbul nantinya.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya llmu Penpetahuan dan teknolopi serta sejalan
dengan  era  pglobalisasi, maka dalam sektor perckonomian hal ity
menandakan adanya peningkatan kehidupan dalam masyarakat sehingea
makin banyak pula tuntutan kebutuhan dalam suatu masyarakat tersebut,

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup itu, sudah barang tentu
diperlukan sistem perekonomian yang lengkap dan modern yang harus
ditopang dengan adanya lembaga-lembaga pemberi jasa keuangan bagi
perusahaan-perusahaan atau orang-orang  yang kekurangan biaya untuk
mendapatkan atau memperoleh kebutuhannya itu.

Pada saat sckarang ini tidak sedikit perusahaan yang mendapat
kesulitan  dalam  memperoleh  keuangan untuk mendapatkan “Capytal
Equipment” (alat modal). Walaupun sumber keuangan itu ada atau tersedia,
biasanya terdapat juga kesulitan-kesulitan lain seperti jangka waktu pendcek,
mahal dan diperlukan pembayaran kontan dimuka.

Di Indonesia dengan semakin maju lajunya pembangunan dan
perkembangan ekonomi pada dekade 80-an dan 90-an schingga dapat dilihat
semakin menjamurnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan baik swasta
nasional maupun swasta campuran {(joint venture), tentu hal ini akan

menimbulkan permasalahan dalam pembiayuan peralatan atau barang-



barang  modal  perusahaan  terscbut,  karena  untuk  tumbuh dan
berkembangnya  suatu  perusahaan  diperlukan  tersedianya  peralatan-
peralatan perusahaan yang lenpkap sebagal sarana pendukung untuk
mewujudkan tujuan perusahaan yang bersangkutan.

Sehinggra untuk memperoleh peralatan-peralatan perusahaan tersebut,
suatu perusahaan terbentur karena kekurangan dana. Maka untuk mengatasi
kesulitan itu maka berkembanglah lembaga-lembaga pemberi jasa keuangan
untuk memberikan jasa-jasa mereka dalam membiayai perolchan peralatan
perusahaan. Lembaga-lembaga itu disebut Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBE), dan  pada sckitar tahun 1974 terbentuklah suatu lembaga
pembiayaan yang baru disebut dengan LEASING.

Leasing merupakan sarana untuk membiayai perusahaan, vang dapat
dilakukan oleh lembaga keuangan atau badan ussaha lain, yang bergerak
dalam bidang leasing, yang harus berbentuk Perseroan Terbatas. Walaupun
usaha leasing dapat dilakukan oleh lembaga keuangan, tetapi dia tidak dapat
memberikan pinjaman (loan) uang tunai pada nasabahnva seperti layaknya
bank, melainkan pembiayaan dengan cara penyediaan ba rang-barang modal.
Barang-barang modal itu selanjutnya  dikuasai oleh perusahaan vang
nuwvhuluhkanrxnahﬂan1mwﬁuhut(dmubul|Eﬁ5eujdalan1pnﬂknkvnkhiyang
disepakati dengan syarat membayar uang lessee secara berkala kepada
perusahaan yang telah membiavai perolehan peralatan tersebut (discbut

Lessar)



BAB IV

PENUTUP

Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis mencoba menarik kesimpulan

dari apa yang penulis uraikan sebelumnva dan kemudian penulis berusaha

memberikan saran-saran yang kiranva dapat dimanfaatkan.

A. Kesimpulan

1

Semua pihak- pihak yang mengadakan perjanjian financial leasing
mempunyai hubungan hukum karena berdasarkan kedudukannya
masing-masing baik antara lessor dengan lessee maupun  lessor
dengan suplier atau penjamin sebagai pihak ketiga dimana transaksi
vang dilakukan oleh para pihak diikat dalam suatu perjanjian sewa
cuna usaha.

Dalam perjanjian fianancial leasing biasanya dikatakan secara tegas
bahwa apabila barang objek leasing musnah atau rusak, lessee tetap
berkewajiban membayar uang lease sampai angsuran akhir,

Peranan asuransi sangat berguna bagi pihak vang mengadakan
perjanjian financial leasing untuk menghindarkan kerugian yang lebih
besar atau mengalihkan resiko yvang kemudian hari bisa terjadi.

Untuk menyelesaikan perselisthan yang mungkin imbul antara para
pihak  selama masa  kontrak  lease  para  pihak  telah
mengantisipasasinya melalui klausula dalam kontrak mereka, apabila

terjadi perselisihan antara para pihak penvelesaiannva diusahakan

G4
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